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ABSTRAK 

 

 

Ratio decidendi putusan hakim dalam perkara nomor :  884/Pdt.G/2015/PN.Sby 

(Inkracht Van Gewjisde), dengan mengetahui secara pasti tentang keadaan tanah 

dan bangunan yang menjadi obyek sengketa, majelis hakim tidak 

mempertimbangkan kekuatan alat bukti atas kepemilikan peta situasi yang 

dimiliki oleh Para Tergugat, serta mengabulkan tanah yang tumpang tindih hak 

kepemilikan atas tanah tersebut, yakni 2 persil di dalam area tanah seluas ±8,5 Ha, 

an. Haji Markiyamin (Markiamin) dengan total keseluruhan luas tanah adalah 

seluas 2.240 m
2
 (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi), Petok nomor 292 

persil nomor 34 dan an. Ami Mbok Drawi, atas sebidang tanah hak milik adat 

bekas yasan seluas ± 1.290 m
2
 (seribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), 

Petok nomor 5 persil nomor 34 terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan 

Lakarsantri, Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa Timur. 

 

Kata kunci :  Peta Situasi, Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah, Ratio 

Decidendi Putusan Hakim. 
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ABSTRACT 

 

 

Decidendi Ratio judge’s decision in case number : 884/Pdt.G/2015/PN.Sby 

(Inkracht  Van Gewjisde), knowing exactly where the land and buildings are the 

object of the dispute, the panel of judges does not consider the strenght of the 

evidence on the ownership of the situation map owned by the defendants, and 

granting land overlapping land ownership rights, ie 2 plots within the land area 

of ±8.5Ha, he’s called named Haji Markiyamin (Markiamin) with a total land 

area of 2,240 square meters (two thousand two hundred and forty square meters), 

Petok number 292 plots 34 and she’s called named Ami Mbok Drawi, on a plot of 

customary property of former yasan area of ±1.290 m2(one thousand two hundred 

and ninety square metres), Petok number 5 plot number 34 is located in kelurahan 

Lidah Kulon, Lakarsantri District, Surabaya municipality of East Java Province. 

 

Keywords : Situation Map, Overlapping Right of Land Ownership, Decidendi 

Ratio Judge’s Decision. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  Kesimpulan 

1.    Bahwa akibat hukum tidak memiliki peta situasi serta terjadi tumpang tindih 

hak kepemilikan atas tanah, dalam perkara nomor :  884/Pdt.G/2015/PN.Sby 

(Inkracht Van Gewjisde), adalah adanya pemblokiran sertifikat oleh Para 

Tergugat atas obyek sengketa serta IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atas 

tanah yang dikuasai oleh Penggugat yakni berupa “IMB Perumnas/ijin 

mendirikan bangunan perumahan nasional”, sesuai surat Kadis Tata Kota dan 

Perumahan, masing-masing No. 188/241-94/436.5.2/2007, tangal 17 Januari 

2007; No. 188/2230-94/436.5.2/2007, tanggal 12 Juni 2007; No. 188/227-

94/436.5.2/2007 tanggal 16 Januari 2007; No. 188/8278-94/436.5.2./2007 

tanggal 21 September 2007, dan pada kenyataannya obyek sengketa yang 

dikuasai Penggugat tergolong perumahan elite/kelas atas. 

2.    Ratio decidendi putusan hakim dalam penelitian pada perkara Nomor: 

884/Pdt.G/2015/PN.Sby (berkekuatan hukum tetap/Inkracht Van Gewjisde), 

bahwa tanah seluas 24,475M
2 

dipertimbangkan oleh hakim dan menjadi 

pemilik dari Penggugat serta mengesampingkan 2 (dua) alat bukti yang sah, 

yang tidak dimiliki oleh Penggugat yakni tidak adanya kepemilikan peta 

situasi serta terjadi tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah, sehingga 

hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian, dan menolak gugatan 

Penggugat selebihnya. 



5 

 

 

4.2.  Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut:  

1. Hendaknya Penggugat harus lebih memahami atas pemblokiran sertifikat 

yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga obyek sengketa yang dikuasai 

oleh Penggugat tidak jelas, dan dapat merugikan Penggugat di kemudian hari.  

2. Sebaiknya ratio decidendi putusan hakim harus lebih mencermati atas 

kekuatan alat bukti yang sah, yang dimiliki oleh Para Tergugat, sehingga Para 

Tergugat tidak dirugikan atas putusan hakim, dan hal ini harus lebih 

diperjelas, masuk ke dalam area mana, tanah yang menjadi tumpang tindih 

tersebut, yakni tanah yang seluas 24,475M
2
 atau 8,5Ha yang diklaim milik 

Penggugat. 
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